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Jurusan Sejarah dan Kebudayaan telah melakukan pengembangan pembelajaran multikultura. Salah satu indikator, dicantumkannya mata kuliah Islam dan Multikulturalisme dalam kurikulum. Pada mata kuliah ini dibahas tema-tema yang berbasis multikultural dalam konteks identifikasi global, yaitu: globalisasi, gerakan radikalisme, pluralisme, demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan hubungan agama dan negara. Pengembangan kesadaran multikultural mahasiswa diimplementasikan melalui tahap: pertama, multicultural knowing, yaitu upaya mentransformasikan pengetahuan konsep-konsep multikulturalisme. Kedua, multicultural feeling, yaitu upaya menginternalisasikan nilai-nilai multikultural melalui pemahaman prinsif-prinsif multikulturalisme, terutama prinsif keterbukaan dan moderasi. Ketiga, multicultural action, yaitu upaya karakterisasi sikap mahasiswa dalam bentuk living in harmony, yaitu dapat hidup bersama dalam kerukunan dan kedamaian dengan tetap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan dengan sikap toleransi. Nilai-nilai multikultural yang diharapkan sebagai upaya pengembangan kesadaran multikultural adalah: pertama, terwujudnya nilai-nilai keanekaragaman, baik keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya maupun keanekaragaman agama dan aliran keagamaan. Kedua, terwujudnya nilai perasaudaraan dalam hidup bersama, baik hidup bersama karena seagama dan sebangsa, maupun karena sesama manusia. Ketiga, terwujudnya nilai kedamaian dan keselamatan. 
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Wacana multikultural dan multikulturalisme dewasa ini menjadi isu penting bahkan utama, seiring munculnya berbagai konflik sosial, etnik, dan agama di masyarakat. Pemahaman akan suatu yang “beda” menjadi sebuah keniscayaan dalam penelusuran makna mendalam yang sangat urgen. Pada hakikatnya manusia dan realitas kehidupan yang melingkupinya lahir dari keberbedaan dan multidimensional. Pandangan dunia tentang multikultural secara substantif dalam konteks keindonesiaan bukan suatu hal yang baru. Karena sangat disadari, bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya, etnis, ras, dan agama.  
Kesadaran multikultural merupakan wahana untuk mengembangkan, mengkonstruksi pengetahuan, membina sikap toleran dan memberikan keterampilan kepada kepada seseorang untuk hidup “bersama” dengan orang  lain yang berbeda budaya. Gagasan dasar kesadaran multikultural adalah bagaimana seluruh orang laki-laki, perempuan, yang sehat,cacat, miskin, kaya, terdiri atas berbagai kelompok ras, agama, gender, dan etnik yang beragam, ataupun berbicara dalam ragam bahasa seluruhnya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di institusi pendidikan, termasuk institusi pendidikan tinggi. 
Lewat penanaman semangat multikultural  di lembaga-lembaga pendidikan akan menjadi medium pelatihan dan penyadaran bagi generasi muda untuk menerima  perbedaan budaya, agama, ras, etnis dan kebutuhan di antara sesama dan mau hidup bersama secara damai. Agar proses ini berjalan sesuai harapan maka seyogyanya semua pihak mau menerima 	jika konsep multikultural disosialisasikan dan didiseminasikan melalui lembaga pendidikan serta jika mungkin ditetapkan sebagai  bagian dari kurikulum pendidikan di berbagai jenjang lembaga pendidikan. Apalagi paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu rana dari Pasal 4 UU N0. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu, dijelaskan  bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.​[1]​
Pada konteks ini dapat dikatakan, tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama, aliran keagamaan dan budaya yang berbeda. Lebih jauh lagi, penganut agama, aliran dan budaya yang berbeda dapat belajar untuk melawan atau setidaknya tidak setuju dengan ketidaktoleranan, diskriminasi, dan hegemoni budaya di tengah kultur monolitik dan uniformitas global.​[2]​ 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai kampus yang tidak luput dari komplik mahasiswa. Kenyataan itu mengindikasikan bahwa kesadaran multikultural  warga kampus belum terimplementasi dengan baik. Seharusnya perguruan tinggi ini terbebas dari komplik karena perguruan tinggi ini sarat dengan konsep penanaman nilai-nilai yang mengarah kepada penyadaran  multikultural. 
Rumusan Masalah
Berdasar pada latar belakang masalah maka dapat dikemukakan permasalahan pokok dalam penelitian ini: “Bagaimana  pengembangan kesadaran multikultural melalui pembelajaran mata Kuliah Islam dan Multikulturalisme di jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam?” Untuk mengelaborasi pokok permasalahan  tersebut maka diajukan  beberapa submasalah berikut:
1.	Bagaimana materi pembelajaran berbasis nilai-nilai multikultural pada mata kuliah Islam dan multikulturalisme?
2.	Bagaimana proses pengembangan kesadaran  multikultural mahasiswa melalui mata kuliah Islam dan multikulturalisme?
3.	Bagaimana bentuk nilai-nilai multikultural pada mata kuliah Islam dan multikulturalisme sebagai harapan pembelajaran? 

Metode Penelitian




A.	Materi Pembelajaran Berbasis Nilai-nilai Multikultural pada Mata Kuliah Islam dan Multikulturalisme
1.	Globalisasi
Sering diungkapakan bahwa globalisasi mengakibatkan munculnya budaya popular dan identitas global dan merosotnya budaya dan identitas nasional dan lokal. Penyebaran media teknologi komunikasi dan informasi memungkinkan berlangsungnya komunikasi dan transfer informasi secara cepat dan instan. Pada gilirannya, hal ini akan memandulkan berbagai upaya untuk mengontrol informasi dan produk-produk budaya di tingkat nasional dan lokal, dan memungkinkan ekspose semua orang kepada produk-produk budaya dan nilai-nilai yang dominan di tingkat global. Sementara perbedaan bahasa diakui akan menjadi hambatan bagi berlangsungnya proses globalisasi budaya ini. Dengan demikan bahasa Inggris menjadi bahasa dominan dan akan menjadi semacam infrastruktur bahasa yang akan makin banyak dikuasai orang, sebagaimana orang terus berusaha untuk melek terhadap infrastruktur teknologi.​[3]​
Pengaruh golabalisasi seperti itu, akan menjadi problem tersendiri bagi umat Islam yang sarat dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal. Oleh karena itu, perlu dicermati bagaimana globalisasi dapat dianggap sebagai ancaman, tantangan dan sekaligus dianggap sebagai peluang. Pertama, sebagai ancaman. Dengan alat komunikasi dan informasi seseorang dapat berhubungan dengan dunia luar dan jauh. Dengan internet, orang dapat menyaksikan hiburan apa saja, termasuk hiburan porno, iklan yang sangat konsumtif. Anak-anak dapat terpengaruh dari segala macam film karton dan film-film yang tidak seharusnya dilihat. Orang mudah terpengaruh oleh gaya hidup seperti yang terjadi di sinetron yang tidak jarang menebar nilai-nilai negatif.
Kedua, sebagai tantangan. Jika globalisasi itu memberi pengaruh terhadap nilai-nilai dan praktik yang positif maka seharusnya menjadi tantangan bagi seseorang untuk mampu menyerapnya, terutama sekali yang tidak bertentangan dan mengalami benturan dengan budaya lokal, nasional, dan terutama nilai agama. Dengan kata lain, bagaimana agar hal-hal positif yang ada di Barat atau di belahan dunia lain, dapat masuk ke negara kita dan dapat dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat, seperti budaya disiplin, kebersihan, tanggung jawab, kesederajatan, kompetisi, kerja keras, dan semacamnya.​[4]​
Masyarakat sekarang begitu intens menjumpai perubahan-perubahan, baik menyangkut pola hidup maupun pola pikir akibat globalisasi. Pokok masalah perubahan bukan pada yuser piranti globalisasi yang tidak pandai melainkan pada pergeseran ukuran.  Menurut M. Tholchah Hasan bahwa sekarang ini yang menjadi ukuran dalam masyarakat adalah masalah yang menyangkut wawasan sosial, organisasi modern, kompleksitas keilmuan, dan sebagainya. Masalah-masalah ini pada masa lampau tidak perna diperhitungkan.​[5]​
Umat Islam tidak bisa bersikap isolatif dalam menghadapi tantangan globalisasi tersebut. Umat Islam harus membuka peluang dengan merespons positif dengan memberikan alternatif-alternatif yang berorientasi pada pemberdayaan dalam menghadapi era global yang membawa persoalan-persoalan makin kompleks sekarang ini. 
Pemaduan antara akar tradisi dan modernitas dalam wacana pemikiran Islam disebut dengan neomodernis. Selama ini tradisi dan modernisasi senantiasa dipertentangkan akibat pengaruh konsep Barat yang memetahkan bahwa modernisasi membentur tradisi. Sementara itu pemikir neomodernis berpandangan bahwa modernisasi merupakan matarantai tradisi, sehingga ada upaya mengintegrasikan tradisi dan modernisasi. Kalangan terpelajar bisa melakukan pemaduan ini, dan telah terbiasa melakukannya. Selogan melakukan hal-hal lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik (al-muhafasah ala al-qadim al-salih wa al-akhzu bi al-jadid al-aslah) bagaimanapun adalah cermin dari sikap modernitas. Istilah memelihara hal-hal lama yang baik (al-muhafazah ala al-qadim al-salih) adalah refleksi dari tradisi, sedangkan mengambil hal-hal baru yang lebih baik (al- akhzu bi al-jadid al-aslah) adalah refleksi dari penerimaan modernisasi.​[6]​
Atas dasar itulah modernisasi perlu dimodifikasi jika sekiranya tidak bertentangan dengan hal-hal yang dianggap prinsip. Barat sebagai pencetus modernisasi di era global tidak dianggap sebagai musuh dan dalam waktu bersamaan tidak pula dianggap sebagai role model yang hebat dalam segalanya dan harus ditiru. Barat juga mengandung unsur-unsur kebaikan selama tidak mengorbankan agama. Dalam waktu bersamaan disadari dan lihai untuk meneropong elemen-elemen sebagai kejelekan dan kekurangan Barat, yang harus disikapi dengan kritis dan dalam batas tertentu harus ditolak.​[7]​ Kelompok yang berpikir seperti ini, mampu bekerja sama dengan yang berbeda ideologi terutama  yang beridiologi Barat, namun tidak larut dalam budaya Barat dan tetap menampakkan identitasnya dan menegaskan kulturnya.
Untuk menciptakan sebuah peluang, lembaga pendidikan tinggi berusaha mencetak mahsiswa yang memahami ilmu-ilmu keagamaan dan umum serta memahami kearifan lokal yang ada di nusantara. Di samping itu, para mahasiswa harus dibekali keterampilan, keahlian (lifeskills), khususnya dalam bidang-bidang sains dan teknologi yang menjadi krakter dan ciri era globalisasi. Hal ini membuat santri memiliki dasar-dasar “competitive adventage” dalam lapangan kerja, sebagaimana dituntut di alam globalisasi.​[8]​
2.	Gerakan Radikal
Di era globalisasi pengaruh Barat sangat kuat, terutama ketika ide modernisasi lebih intens yang ditandai dengan penanaman nilai-nilai  liberalisme, sekularisme, dan pluralisme dalam kehidupan umat Islam. Respons umat Islam terhadap ide-ide tersebut berbeda-beda. Ada yang merespons secara bertentangan dan ada yang terpengaruh arus isme-isme tersebut. Kelompok yang menolak menganggap bahwa ajaran Islam sudah lenkap, tidak hanya mengatur urusan akhirat tetapi juga mengatur urusan kedunian sehingga tidak membutukan mabda’ lain. Bagi yang terpengaruh menganganggap bahwa ketika tidak menerima ide-ide dari luar akan mengalami keterbelakangan. Kelompok yang kedua ini juga menjadikan Barat sebagai kiblat dan role model dalam masa depan dan bahkan untuk way of life mereka.​[9]​ Respons yang berbeda tersebut membawa kondisi yang tidak kondusif di internal umat Islam. 
Bagi mereka yang menolak isme-isme dari Barat menganggap bahwa biang kerusakan tatanan kehidupan masyarakat adalah mereka yang mengimplementasikan atau paling tidak mendukung dan membiarkan berkembangnya idiologi dari Barat sebagai sistem dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebaliknya bagi mereka  sebagai pengagung konsep Barat tersebut menuduh kalangan yang menolak konsep-konsep Barat sebagai kalangan ekslusif, intoleran, dan berbagai istilah pejoratif yang dialamatkan kepadanya. Boleh jadi mereka yang respons terhadap ide-ide modernisme lebih tidak toleran dalam menghadapi sesama Muslim.
Adanya pertentangan-pertengan di kalangan umat Islam dalam merospons isme-isme barat diperlukan pemikiran yang mampu mensinergikan respons-respons yang berbeda, pertentangan-pertentangan, tuduh-menuduh. Dengan jalan demikian pemikiran yang moderat akan tumbuh dari kedua kutub yang berbeda tersebut. Menurut A. Qadri Azizy sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya diharapkan muncul respons ketiga yang berpandangan moderat, yaitu mereka yang bersikap kritis, namun tidak secara otomatis anti modernisasi atau anti Barat.
Isu gerakan radikalime yang dialamat kepada pada kalangan yang dianggap kalangan fundamentalis merupakan tantangan tersendiri untuk menjawabnya. Jawabannya adalah bahwa semua kalangan umat Islam telah memngembangkang konsep Islam rahmatan lil alamin. Peluang kearah itu telah direfleksikan dalam proses pembelajaran yang berbasis pengembangan pembelajaran multikultural.
3.	Pluralisme
Pluralisme secara lughawi berasal dari kata plural (Inggris) yang berarti jamak lebi dari satu. Pluralisme adalah sebuah isme atau aliran tentang pluralitas     (a pluralism is “ism” a “plurality).​[10]​ Pluralisme secara istilah adalah sebuah konsep yang merujuk pada suatu pengakuan, peneriman, dan sikap terhadap pluralitas atau keanekaragaman suatu bangsa, suku-bangsa, maupun latar kebudayaan yang menjadi ciri masyarakat majemuk. Dalam kajian sosiologi, antropologi, dan studi-studi agama, istilah pluralisme telah lebih dahulu dikenal sebelum istilah multikulturalisme.​[11]​ Selanjutnya Anis Malik Thoha mengemukakan bahwa pluralisme sebagai suatu sistem yang mengakui keragaman kelompok, baik bercorak ras, suku, aliran, maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat khas di antara kelompok-kelompok tersebut.​[12]​ Selanjutnya Anis Malik Thoha mengemukakan definisi yang dikemukakan John Hick, yaitu “pluralisme agama adalah suatu gagasan bahwa agama-agama besar di dunia merupakan persepsi dan dapat diamati, sampai pada batas yang sama.​[13]​
Sementara itu, John Hick membandingkan dua cara pandang terhadap realitas pluralitas agama dalam masyarakat dunia. Kedua cara pandang tersebut adalah eksklusivisme dan inklusivisme.​[14]​ Prespektif ekslusivisme memandang bahwa kebenaran hanya dapat diraih melalui satu jalan, yaitu agama. Dalam Kristen ada pandangan ekslusivisme tentang kebenaran, sama halnya dalam Islam, Yahudi, Hindu, dan Budha. Yang kedua adalah perspektif inklusivisme yang memandang bahwa tradisi agama-agama dipandang sebagai alternatif sebagai ruang steriologis, di dalamnya manusia dapat menemukan keselamatan, kebebasan, dan pemenuhan.​[15]​ Dengan demikian, John Hick berpendapat bahwa ajaran setiap agama mengandung keselamatan, baik keselamatan dunia maupun akhirat.
Pandangan  Hick Menunjukkan cara pandang seorang Kristen pluralis yang berharap tradisi-tradisi keagamaan dapat memandang satu dengan yang lainnya bukan sebagai lawan. Menurut Hick, selama masih ada berbagai macam manusia, akan selalu ada berbagai macam cara peribadatan dan pendekatan teologi. Akan tetapi Tuhan yang disembah oleh umat Kristen adalah sama yang disembah umat lainnya.​[16]​
Berangkat dari pemahaman John Hick tersebut, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) memaknai pluralisme sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh karena itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamnya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Berdasarkan pemahaman itu maka MUI pada bulan Juli 2005 mengeluarkan fatwa tentang pengharaman pluralisme.​[17]​ Dengan keluarnya fatwa pengharaman pluralisme membuka peluang pro dan kontra di kalangan umat Islam. Tentu hal seperti ini berimbas kepada dunia pendidikan Islam.
Bagi yang pro melihat pluralisme sebagai konsepsi yang memberi peluang merasionalisasikan ajaran dasar Islam agar lebih kontekstual, realistis, dan terbuka sebagai jembatan menuju universal harmony. Bagi yang kontra melihat konsep pluralisme mengakibatkan  nilai-nilai subtansial ajaran agama lepas dari kehidupan umat. Lebih dari itu, dimungkinkan bisa menjadi agama baru yang dianggap mampu mewakili dan menawarkan keharmonisan manusia yang lebih realistis sebagai proses akomodasi, adaptasi, dan seleksi dari kebebasan agama-agama yang ada.
Pemahaman yang berbeda itu merupakan tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan Islam. Bagi dunia pendidikan Islam yang ingin menciptakan kedamaian menyatakan kebenaran sesungguhnya ada pada setiap agama menurut persepsi penganutnya masing-masing. 
		Sebagai sebuah pilihan, setiap pemeluk agama harus meyakini bahwa agama sebagai satu sistem yang komprehensif, utuh, dan lengkap harus menjadi way of life. Kesempurnaan tersebut mengandung arti dan konsekuensi bahwa ia tidak memerlukan sesuatu yang lain untuk melengkapinya. Keberagamaan menjadi sempurna apabila pemeluk suatu agama mentaati ajaran agamanya secara utuh dan menjadikannya sebagai satu-satunya pedoman dalam hidup. Hal ini merupakan sikap yang jelas dan bertanggung jawab dan dapat dimengerti. Bagaimana mungkin seorang penganut agama tertentu tanpa adanya klaim kebenaran ajaran agamanya? Oleh karena itu, kleim kebenaran tersebut tentu sah. Bahkan seorang pemeluk suatu agama harus setegas-tegasnya mengklaim agamanya sebagai satu-satunya kebenaran dan yang akan membawa kepada keselamatan.​[18]​
		Klaim kebenaran seorang pemeluk agama tidak harus mengakibatkan adanya sikap pelecehan terhadap klaim kebenaran pemeluk agama-agama lain, Pelecehan merupakan persoalan lain dan tidak serta merta karena adanya klaim kebenaran agama sesorang. Ia lebih merupakan persoalan etis dan sering berkaitan erat dengan watak seseorang dan kultur masyarakat di mana ia hidup dan bergaul. 
4.	Demokrasi
Demokrasi merupakan isu yang cukup hangat dibicarakan di lingkungan Perguruan Tinggi. Meski demokrasi dipandang sebagai sebuah konsep Barat, namun sebagian kalangan menerima demokrasi sebagai sebuah cara hidup masyarakat modern. Dapat dikatakan bahwa kaum muslimin pada umumnya sedang berada di persimpangan jalan, antara menerima demokrasi atau mencari rumusan lain yang betul-betul bersumber dari tradisi Islam. Sementara yang lain berpendapat bahwa sebagai sebuah konsep yang meliputi, Islam sebenarnya tidak membutuhkan demokrasi. Namun perkembangan yang menarik adalah ada upaya untuk mempertemukan Islam dengan demokrasi.​[19]​
Pandangan yang tidak setuju terhadap demokrasi, ada dua persoalan mendasar, yaitu: pertama, problem filosofis, yakni jika kleim agama terhadap pemeluknya sedemikian total maka akan menggeser otonomi dan kemerdekaan manusia yang berarti juga menggeser prinsip-prinsip demokrasi. Kedua,  problem historis-sosiologis, ketika kenyataannya peran agama tidak jarang digunakan oleh penguasa untuk mendukung kepentingan politiknya.​[20]​
Pandangan yang  datang dari kalangan yang disebut neo-modernis Islam. Bagi kalangan ini, demokrasi dan agama diposisikan menjadi “wasit moral” dalam aplikasi demokrasi. Menurut kalangan ini demokrasi dalam Islam tertumpu pada: al-musāwah (persamaan), al-‘adālah (keadilan), al-syurā (musyawarah), dan al-hurriyat (kebebasan).​[21]​ Konsep-konsep inilah sesungguhnya yang berbeda antara Barat dan Islam. Oleh karena itu, diperlukan persepsi yang sama untuk membangun kekuatan bernegara sebagai basis demokrasi.​[22]​
Kekuatan demokrasi terletak pada: Pertama, jaminan berlangsungnya checks and balances antara mereka yang sedang berkuasa dan mereka yang sedang tidak berkuasa. Kedua, Jaminan kebebasan asasi, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat, kebebasan beragama, dan kebebasan dari rasa takut. Ketiga, dalam sistem politik yang demokratis berlaku prinsip the people control the leaders lawan the control the mass yang menjadi prinsip otoriterisme. Keempat, dalam demokrasi ada kesedian sharing of power atau kesedian membagi kekuasaan dengan pihak lain agar tercapai kesimbangan harmoni antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat.​[23]​
Selain persepsi yang sama letak kekuatan demokrasi, juga pada penentuan titik temu kedua konsep (Islam dan demokrasi), yaitu bahwa keduanya menyangkut dunia manusia dengan segala kompleksitasnya. Keduanya merupakan realitas budaya dengan subyek yang sama, yakni manusia itu sendiri. Islam yang diturunkan oleh Allah untuk manusia agar dipahami, dihayati, dan dilakoni dalam realitas budaya. Pada tataran inilah antara  Islam dan demokrasi berkompromi. Demokrasi sebagai realitas budaya, setidaknya umat Islam sadar bahwa sistem demokrasi merupakan sistem yang  digunakan kebanyakan negara dewasa ini. Oleh karena itu, umat Islam mau tidak mau harus menerima sebagai sebuah kenyataan dan wajib berpatisipasi dalam proses demokrasi dengan prinsip menghadirkan sesuatu yang dianggap buruk untuk mencegah kemudaratan adalah lebih baik dari pada mendambakan sesuatu yang sulit terwujud dengan harapan mendatangkan kemaslahatan.
5.	Hak Asasi Manusia (HAM)
Antara Islam dengan Barat, konsep HAM dipahami secara berbeda, baik tentang definisi maupun batasan-batasan HAM itu sendiri. Timbulnya pemahaman yang berbeda ini sangat berkaitan dengan sudut pandang yang dipakai oleh kedua belah pihak. Islam memandang HAM berangkat dari prespektif theosentris sedangkan Barat bertitik tolak dari prespektif antroposentris. Dalam Islam HAM dikategorikan sebagai aktivitas yang didasarkan pada diri manusia sebagai perwujudan dari tugas manusia sebagai khalifah Allah di bumi sedangkan Barat mengkategorikan HAM sebagai bentukan manusia untuk mengatur kepentingan publik demi tercapainya perdamaian dan keamanan alam semesta.​[24]​
Mengingat perbedaan-perbedaan prinsipil antara HAM versi Barat dengan hak asasi dalam Islam, maka menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan untuk membuka peluang mempertemukan keduanya dalam aspek-aspek yang memiliki sifat-sifat universalitas dalam batas-batas tertentu.
Konsep HAM dalam Islam didasarkan kepada prinsip-prinsip ajaran Islam berdasarkan al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw. yang merumuskan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam Islam menjadi ciri penting yang membedakannya dari HAM versi Barat yang lebih menonjolkan hak ketimbang kewajiban. Selain itu, HAM dalam Islam tidak bersifat mutlak. Ia mengenal batas-batas yang jelas karena hak asasi manusia dalam Islam tidak semata-mata menekankan kepada hak saja, akan tetapi hak-hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdi kepada Allah.​[25]​ Dalam ajaran Islam terdapat pengakuan dan perlindungan terhadap hak  dasar  manusia.​[26]​ Jika terancam atau terampas maka hak-hak  tersebut wajib diperjuangkan untuk diraih kembali.
6.	Kesetaraan Gender 
Dengan kemunculan istilah gender, maka yang menjadi isu utama di sini bukan hanya perempuan, tetapi juga laki-laki. Dalam gender, keikutsertaan laki-laki  dalamnya merupakan prasyarat utama. Menurut pengusung gender hampir mustahil terjadi kesetaraan gender apabila tidak ada keterlibatan sama sekali dari pihak kaum laki-laki di dalamnya. Oleh karena itu, penemuan istilah gender sangat membantu mewujudkan masyarakat yang setara, tidak ada subordinasi dan perbudakan satu sama lain, baik laki-laki maupun perempuan.​[27]​
Tema kesetaraan gender dengan berbagai implikasinya merupakan isu yang cukup menonjol di antara sejumlah tema multikulturalisme. Isu ini semaki  sensitif dan problematik tatkala dikaitkan dengan ajaran Islam dan pendidikan Islam. Tema-tema kesetaraan gender yang banyak diperbincangkan internal umat Islam  dan banyak disoroti pihak luar adalah: (1) kedudukan dan peran pria-wanita dalam masyarakat; (2) Kedudukan wanita dalam rumah tangga; (3) hak waris laki-laki dan perempuan; (4) perempuan menjadi pemimpin; (5) Wanita sebagai saksi dalam kesaksian hukum; dan (6) poligami.
Ketidaksetaraan muncul dari tema-tema tersebut yang menurut kalangan “kontekstualis” akibat: pertama, pembacaan bersifat tekstualis (harfiyyah). Pembacaan ini meyakini bahwa kebenaran al-Qur’an dan hadis berada pada bunyi harfiyyah kalimat keduanya. Kedua, kesan ketidaksetaraan juga muncul dari pembacaan yang isolatif. Artinya pembacaan dengan cara menyingkirkan al-Qur’an dan hadis dari hal-hal bersifat kontekstual. Cara pembacaan ini meyakini bahwa kebenaran adalah apa yang secara inheren ada di dalam keduanya. Kehidupan manusia harus diikutkan pada al-Qur’an dan hadis, bukan sebaliknya, al-Qur’an dan hadis dikutkan pada kehendak manusia. Ketiga, ketidaksetaraan juga bisa muncul dari cara pembacaan ideologis, di mana membaca al-Qur’an dan hadis dibebani dengan pemenuhan kebutuhan ideologi tertentu. Kelompok “fundamentalis” dalam Islam misalnya memahami  al-Qur’an dan hadis untuk mendukung kepentingan mereka dalam mensubordinasikan kaum perempuan. Mereka yang patriarkis menjadikan mereka bersikap patriarkis pula dalam membaca al-Qur’an dan hadis.​[28]​
Bagi kalangan “liberalis”, cara pandang yang digunakan adalah cara pandang kontekstual. Cara pandang kontekstual ini, adalah memahami al-Qur’an dalam konteks, baik konteks ketika al-Qur’an itu diturunkan dan hadis dinukilkan maupun konteks di mana kita hidup sekarang ketika membaca al-Qur’an dan hadis kepada bunyi literal, tetapi juga tergantung kepada konteks apa ayat dan hadis tersebut berbicara.​[29]​ 
Dari kedua pandangan ini menimbulkan kesan yang sulit dipertemukan. Disinalah letak tantangan untuk menciptakan peluang mempertemukan dua  pendekatan tersebut. Sebagai lembaga yang kaya dengan kajian ilmiah, jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam diharapkan sebagai lembaga yang dapat menjaga keutuhan nilai-nilai lokal. Tidak hanya itu,   mahasiswa jurusan ini diharapkan mampu berkomunikasi dengan fenomena modernisasi yang melanda masyarat tanpa batas. 
Bagi jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, baik aliran tekstual maupun kontekstual, pada dasarnya, keduanya tetap melibatkan akal manusia karena keduanya merupakan bentuk penafsiran. Apa yang harus diingat dari penafsiran ini adalah sifat yang manusiawi. Artinya apapun bentuk pemahaman manusia, baik melalui pendekatan tekstual maupun kontekstual, tetap merupakan ijtihad manusia. Karena hal ini merupakan ijtihad, maka bisa saja benar dan bisa saja salah. Jika benar, maka yang berijtihad mendapatkan imbalan ganda, jika salah, maka mendapatkan tunggal. Di dalam ijtihad tidak ada kata salah dan dosa.​[30]​ Kunci ijtihad adalah kesungguhan menggunakan nalar yang obyektif tanpa interpensi pemikiran subyektif.
7.	Peran Negara atas Agama
	Relasi Islam dan negara, baik dalam ranah kajian politik dan keislaman telah melahirkan berbagai tipologi pemikiran politik Islam. Bachtiar Effendy misalnya telah melahirkan “teori akomodasi”. Bentuk akomodasi negara terhadap Islam sedikitnya melahirkan empat paradigm akomodasi. Pertama, akomodasi struktural. Bentuk akomodasi ditandai dengan direkrutnya para pemikir  dan aktivis Islam ke dalam birokrasi eksekutif dan legislatif. Kedua, akomodasi legislasi. Akomodasi ini ditandai dengan keluarnya  Undang-undang, Keputusan-keputusan, dan aturan-aturan. Ketiga, akomodasi kultural, yaitu digunakannya simbol keislaman seperti sering digunakan “bahasa agama” dan lebel-lebel atau idiom-idiom Islam dalam pembendaharaan kosa kata instrument-instrumen politik dan ideologi negara. Keempat, akomodasi infrastruktural, seperti dibangunnya masjid di Istana Negara, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Majelis Ulama Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, dan sebagainya.​[31]​
	Dengan mencermati paridigma hubungan agama dan negara maka dapat dikemukakan tiga kelompok yang berpolemik mengenai bentuk dan sistem pemerintahan di Indonesia. Pertama, kalangan fundamentalis, yaitu kalangan yang menginginkan tegaknya negara Islam atau diterapkannya syari’at Islam. Kedua, kalangan reformis, yaitu kalangan yang menghendaki pengaturan politik terpisah dengan agama. Ketiga, kalangan akomodasionis, yaitu kelompok yang menekankan kooperatif terhadap pemerintahan yang ada.
	Gambaran tersebut, telah memperlihatkan kesulitan untuk mempertemukan keinginan-keinginan dalam memosisikan Islam dalam hubungan agama dan negara di Indonesia. Disinalah tantangan untuk mencarikan peluang sebagai jawaban problem tersebut. Oleh karena itu, sikap penengah merupakan sikap yang menegaskan bahwa Islam sebagai  agama universal,  komprehensif, paripurna dan lengakap. Sikap penengah merupakan sikap yang paling arif dan bijaksana untuk menjelaskan posisi Islam dalam relasi agama dan negara, karena ajaran Islam tidak secara eksplisit menjelaskan sistem politik kenegaraan dan tidak pula menafikan realitas politik. Meskipun demikian Islam menegaskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal yang berkenaan dengan politik kenegaraan.
B.	Proses Pengembangan Kesadaran Mulrtikultural Melalui Mata Kuliah Islam dan Multikulturalisme
Dalam teori pembentukan karakter Thomas lickona, disebutkan ada tiga komponen yang diperlukan kaitanya dengan pembentukan karakter seseorang. Ketiga komponen itu adalah moral knowing yang terkait dengan aspek kognitif; moral feeling yang terkait dengan aspek afektif; dan moral action yang merupakan wujud dari aspek psikomotorik.​[32]​








Spektrum tersebut memberikan gambaran bahwa ada tiga komponen yang tidak terpisahkan dalam mengembangkan kesadaran multikultural. Pertama, Multikultural Knowing yang dimaknai sebagai penanaman tentang pengetahuan konsep-konsep multikulturalisme. Kedua, Multicultural Feeling yang dimaknai sebagai penanaman “rasa” dalam diri para mahasiswa atau dalam istilah lain dikenal sebagai asfek afektif. Dari sini jelas bahwa penyadaran multikultural tidak hanya tahu konsep-konsep multikultural, melainkan juga meyakini dengan sepenuhnya bahwa multikultural adalah realita yang ada di sekitar mereka yang harus mereka terima dengan sikap yang positif.
Ketiga, adalah Multicultural Action, yaitu dapat hidup bersama dalam suasana yang harmonis (living in harmony). Dalam teori pembentukan karakter Thomas Lickona, komponen ini disebut sebagai moral action. Hal ini, lebih dari hanya sekedar mengetahui (moral knowing) dan merasakan (moral feeling), tetapi juga ada keinginan dan kemampuan dan pada akhirnya membiasakan diri dalam melaksanakan apa yang diyakini sebagai sesuatu yang benar. Dalam hal ini, Multicultural Action dapat dikatakan sebagai puncak pembentukan karakter. Jika ditarik ke dalam implementasi pendidikan Islam yang berbasis multikultural yang ada di Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam maka terwujud dalam bentuk living in harmony, yaitu dapat hidup bersama dalam kerukunan dan kedamaian dengan tetap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan dengan sikap toleran.
Sekaitan dengan sikap toleransi ini, juga relevan jika dihubungkan dengan teori pembentukan karakter. Bahwa dalam teori tersebut disebutkan bahwa terdapat tiga komponen dalam upaya pembentukan karakter. Moral knowing, moral feeling dan moral action. Komponen yang terakhir inilah yang juga bisa dimaknai sebagai sifat itu sendiri. Karena sikap itu sendiri memiliki arti ekspresi perasaan (innear feeling) yang mencerminkan apakah seseorang senang, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek. Dari sini kemudian dapat diambil satu pemahaman bahwa sikap toleransi adalah sikap yang memandang bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mengekpresikan apa yang menjadi pendapatnya, dalam berbagai hal. 
Tidak hanya berhenti sampai di sini, bahwa ternyata jika dilihat dari segi komponen sikap itu sendiri, yang dalam hal ini adalah sikap toleransi, terdapat pula tiga komponen yang – seperti dalam teori pembentukan karakter Thomas Lickona – saling menunjang satu sma lain. Pertama, kognitif, yang merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap, dimana komponen ini berisi kepercayaan stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan penanganan (opini) terutama apabila menyangkut masalah isu atau problem yang kontroversial.
Kedua, komponen afektif yang lebih menekankan aspek emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin mengubah sikap seseorang. Komponen afektif disamakan dengan perasaan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu. Ketiga, komponen kognitif yang lebih memiliki kecenderungan ke arah berperilaku atau bereaksi tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang.
Penamaan nilai-nilai pendidikan multikultural tidak hanya berhenti pada multikultural knowing, melainkan juga pada multikultural feeling atau bahkan sampai pada multikultural action. Maka sikap toleransi yang kemdian dimiliki para mahasiswa atau peserta didik tidak hanya pada taraf mengetahui saja bahwa toleransi itu penting. Tetapi mereka benar-benar merasakan sendiri akan pentingnya untuk memiliki sikap toleransi di dalam masyarakat yang bergam ini. Hingga pada akhirnya, karena sudah merasakan sendiri akan pentingnya sikap toleransi itu, mereka pun pada bisa memiliki sikap toleransi yang di domain kognitif atau dalam teori pembentukan karakter disebut moral action.
Sementara itu, ada pula ketersalinghubungan antara hubungan sikap toleransi ini dengan penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural dengan tingkatan sikap secara umum. Bahwa disebutkan jika sikap secara umum memiliki tingkatan. Adapun tingkatan itu adalah sebagai berikut: 1) Menerma (receiving), artinya seseorang (subyek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (obyek);         2) Merespon (responding), yaitu memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi sikap karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan. Terlepas pekerjaan itu benar atau salah adalah berarti orang itu menerima ide tersebut; 3) menghargai (valuing), mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah; 4) Bertanggung jawab (responsible). Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko adalah mempunyai sikap yang paling tinggi.
Dengan demikian, dapat diambil satu kesimpulan umum bahwa sikap toleransi ini menjadi salah satu tujuan akhir dari penamaan nilai-nilai pendidikan multikultural. Yang mana jika dilihat dari komponen sikap, maka sikap toleransi ini ada di posisi sikap kognitif. Kemudian ketika dilihat dari segi pembentukan karakter, sikap toleransi ini berada di bagian moral action.
C.	Implementasi Nilai-nilai Multikultural Mata Kuliah Islam dan Multikulturalisme
1.	Nilai Keanekaragam (al-tanawwu’iyah)   
Keanekaragaman budaya dan agama harus dihayati sebagai suatu keniscayaan yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang niscaya pula. Keragaman tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat adalah plural, terdiri berbagai suku, budaya dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi. Disamping itu, pluralisme tidak dapat dipahami sekedar “kebaikan negatif” hanya didekati dari sisi kegunaanya untuk meredam dan menyingkirkan panatisme. Pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebihinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Bahkan, pluralisme adalah juga  suatu keharusan bagi keselamatan pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya.​[33]​ Oleh karena itu, langkah strategis yang ditempuh dalam membangun keanekaragaman tersebut adalah kesadaran yang sebenarnya terhadap eksistensi pluralitas sebagai keniscayaan. Anatomi keanekaragaman yang diyakini sebagai suatu wujud yang satu dalam kehidupan ini. Kehidupan seorang individu atau kelompok dipahami sebagai bagian dari kehidupan lainnya dan sebaliknya.
2.	Persaudaraan dan kebersamaan (al-ukhuwwah) 
		Dalam Islam dikenal tiga konsep ukhuwah. Pertama, ukhuwah insaniyah, yaitu seluruh umat manusia adalah bersaudara, karena mereka bersumber dari ayah-ibu yang satu. Bentuk persaudaraan ini tidak dibatasi atau tanpa dibedakan bangsa, ras, suku, agama, bahasa dan adat istiadat, semuanya saudara tanpa kecuali. Implikasi bentuk ukhuwah ini adalah anjuran interaksi sosial secara makro, mengadakan transaksi sosial yang global, sehingga semua manusia di dunia ini benar-benar bersaudara dalam rangka menunaikan tugas-tugas kekhalifahan dan tugas-tugas kemanusiaan.
		Kedua, ukhuwah wathaniyah, yaitu saudara karena sebangsa.  Bentuk ukhuwah ini lebih sempit dari bentuk pertama, karena lingkup persaudaraan hanya meliputi saudara sebangsa dan setanah air. Ukhuwah ini tidak mengkonsentrasikan pada pemerintahan Islam, hanya saja masing-masing warga negara mempunyai kewenangan untuk berpartisipasi dalam memajukan negara, dapat menunaikan kewajiban dan menuntut haknya, tanpa membedakan perbedaan agama, bagi warga yang tidak menganut agama resmi negara mempunyai jaminan (dzimi) keselamatannya, asal warga tersebut memenuhi peraturan yang ada.				Ketiga, ukhuwah islamiyah, yaitu persaudaraan antara interen umat Islam. Ukhuwah bentuk ini lingkupnya lebih sempit, karena hanya mencakup umat Islam saja. Akan tetapi jika dilihat dari isinya, maka cakupan ukhuwah ini lebih luas, karena tidak dibatasi wilayah negara bahkan tidak dibatasi alam yang ditempati, apakah masih hidup ataukah sudah mati, kesemuanya saudara dalam seagama, sehingga masing-masing orang Muslim mempunyai kewajiban terhadap Muslim lainnya.




Pengembangan nilai-nilai pembelajar multikultural di jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam mengedepankan Islam sebagai pijakan dalam menanamkan pemahaman kemajemukan, di samping untuk mencetak kader-kader muslim yang baik, juga sebagai Muslim yang bisa hidup bersama dengan orang lain. 
Dalam materi Kuliah Islam dan multikulturalisme ditekankankan nilai perdamian yang menjadi misi ajaran Islam, yaitu Islam raḥmatan lil ‘alamīn. Untuk mewujudkan misi itu. Dalam mewujudkan misi itu, dakwah merupakan media utama. Dakwah digunakan untuk penyebaran ilmu-ilmu Islam yang digunakan pesantren memegang peranan penting dalam mewujudkan kasih sayang dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang tanpa pemaksaan apalagi kekerasan.

III.	PENUTUP
	Pengembangan kesadaran multikultural pada jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam telah berjalan yang ditandai dengan keberadaan mata kuliah yaitu, Islam dan multikulturalisme. Mata kuliah ini pada intinya membahas tema-tema pokok multikultural, yaitu globalisasi, gerakan radikalme, pluralisme, demokrasi, hak asasi manusia, gender, dan hubungan agama dan negara. Tema-tema pokok tersebut tidak sebatas dideskrisikan tetapi juga dilakukan upaya mensingkronkan antara dua pendapat yang berbeda, yaitu yang menerima dan yang menolak konsep-konsep dari tema-tema tersebut. 
Upaya pengembangan kesadaran multikultural mahasiswa ditempuh melalui proses multicultural knowing, multicultural feeling, dan multicultural action. Multicultural knowing merupakan upaya pemberian pengetahuan kepada mahasiswa. Pada tahap multicultural knowing ini proses pembelajaran menggunakan pendekatan transformative learning. Pada pendekatan ini, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang sengaja didesain dengan memasukkan di dalamnya konsep-konsep, isu-isu, serta permasalahan-permasalahan terkait multikultural yang didekati dengan pendekatan muqaran (perbandingan) untuk memperbaharui pemahaman dan berbagai persfektif serta berabagai sudut pandang. Adapun tujuan pendekatan ini adalah untuk membuka perspektif kelompok-kelompok yang berbeda secara budaya (outsider) dan untuk memberi penjelasan dan komentar terhadap materi yang dibahas. Pada tahap multicultural feeling mahasiswa diinternalisasikan kesadaran multikultural melalui penanaman prinsif-prinsif multikultural, yaitu prinsif keterbukaan dan moderasi. Pada tahap multicultural action dilakukan upaya karakterisasi sikap toleransi dalam perbedaan, baik perbedaan agama, budaya, dan perbedaan lainya yang dihadapi mahasiswa.
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